PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja

Hari: Rabu

Halaman: 1

Tanggal: 27 Januari 2021

| terakhir, penambahan kasus

Kurangi

JOGJA-Pemerintah harus
lebih tegas menekan
mobilitas warga agar

pelaksanaan Pengetatan
secara Terbatas Kegiatan
Masyarakat (PTKM) di

DIY bisa efektif menekan
pertambahan kasus
Covid-19. Pengetatan

atau pembatasan, bukan
sekadar memperpendek jam
operasional dan mengurangi

kapasitas, tetapi evaluasi
berdasar data epidemiologi.

Lugas Subarkah,
Abdul Hamid Razak, & Jumali

‘Mobilitas!

» Meningkatnya kematian
kasus positif merupakan
konsekuensi ketika
rumah sakit tidak mampu
menampung lagi.

PTKM harus diikuti seluruh
elemen masyarakat
khususnya tempat usaha.

-

penambahan terbanyak pada Senin
(25/1) sebanyak 15 kasus.

Pada posisi ini, kata Dony, kebijakan
PTKM sebenarnya masih bisa mengerem
penularan asalkan implementasi
dan penegakan hukumnya kuat.
Jika PTKM dilaksanakan sungguh-
sungguh, mobilitas pendudukakan
terkurangi sehingga sekalipun terjadi
penularan di dalam anggota keluarga,

com

Epidemiolog UGM, Riris Andono
Ahmad, mengatakan saat ini DIY sedang
dalam posisi meningkat tajam dalam
kurva epidemik. “Kenapa
meningkat tajam? Karena
penularannya memang sudah
meluas,” kata Dony sapaan
Riris Andono Ahmad, Selasa
(26/1).

Penambahan kasus positif
Covid-19 harian di DIY
masih tinggi. Dalam sepekan

harian berkisar antara 200-
400 kasus. Penambahan tertinggi

| terjadi pada 22 Januari, sebanyak

478 kasus. Sementara pada kasus
meninggal, penambahan berkisar
antara lima sampai 15 kasus, dengan

penularan akan selesai di rumah.

“PTKM kan tujuannya mengurangi
mobilitas orang. Problemnya seberapa
banyak mobilitas orang bisa dikurangi.
Itu yang akan menentukan
efektif tidaknya PTKM.
Kunei untuk bisa efektif
implementasi PTKM ya

pada penegakan aturan,”
kata dia.

Ingat Terkait dengan meningkat-
(USSNER  nya kematian kasus positif,
Ibu menurutnya hal itu terjadi
sebagai konsekuensi layanan
kesehatan yang tidak lagi
mampu mengelola dengan maksimal
layanan mereka akibat lonjakan kasus

tak sebanding kapasitas.
» Halaman 10
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Kurangi Mobilitas!

“ICU penuh, antrean yang masuk
juga masih banyak, jadi banyak
yang tidak terkelola dengan baik.
Kunci penurunan kasus kematian
kan kasus bisa dikelola dengan
lebih kuat,” ungkapnya.

Menurutnya dalam sistem
informasi ketersediaan bed untuk
Covid-19 di DIY terjadi gap. Di
Jogja kata dia, ada i j

Aji, menuturkan PTKM harus
diikuti seluruh elemen masyarakat
Kkhususnya tempat usaha seperti
tempat perbelanjaan, tempat makan,
dan lainnya. la memastikan
PTKM tidak menghentikan sama
sekali kegiatan ekonomi, tetapi
sekadar membatasi kegiatan yang
orientasinya adalah penegakan
protokol

yang mencoba membantu proses
rujukan. Di situ terdapat cukup
banyak pasien yang menunggu
rujukan Karena tidak cukup
tempat. “Artinya ada problem
di sistem informasi,” ujarnya.
Seary s Refa

Pada kegiatan esensial seperti
pasar tradisional, masih boleh
berjalan 100% dengan catatan
prokes diperketat. Ia mendorong
agar pemerintah di kabupaten
dan kota serta lola pasar

Tata-rata tingkat kematian pasien
Covid-19 di Sleman dibandingkan
tingkat kematian nasional masih
rendah. “Sampai kemarin sore, total
pasien Covid-19 yang meninggal
ada 156 kasus dari total kasus
7.631 sehingga nilai Case Fatality
Rate (CFR) dua persen. Masih di
‘bawah angka kematian nasional
[3,4 %], tapi belakangan naik
terus,” Kata Joko.

Tiga Kasus per Hari
Kabag Hukum dan Humas
RSUP Dr Sardjito Banu Hermawan
kan rata-rata i

UGM, Bayu Satria Wiratama. Ia

menilai kebijakan pemerintah

memperpanjang Pemberlakuan
Kegiatan

dapat
pengunjung seperti masa awal
pandemi Covid-19.

Kasus | Dunia

(PPKM) di Jawa Bali hingga 8

Juru Bicara Pemda DIY untuk
Penanganan Covid-19, Berty

Februari 2021 tepat dilakukan.
Hanya saja, p harus
dilakukan lebih ketat. Sebab
PPKM sebelumnya tidak cukup
efektif menekan penambahan
kasus Covid-19 di Tanah Air.
Bayu berharap pelaksanaan
PPKM Kali kedua harus dilakukan
lebih jelas dan terukur. PPKM
bukan sekadar memperpendek
jam operasional dan mengurangi
kapasitas, tetapi evaluasi berdasar
data epidemiologi. “Sebab selama
ini terkesan hanya ganti nama
tanpa ada perubahan ke arah
yang lebih baik,” katanya:
Menurutnya, hal utama yang
harus dicegah dalam kebijakan
PPKM adalah mobilitas masyarakat,
bukan tujuan mobilitas seperti

Mur 3
banyaknya Kkasus meninggal
dalam beberapa hari terakhir
berdasarkan penelusurannya

pasien dalam sepekan terakhir
di RSUP Sardjito tiga kasus per
hari. Pasien yang meninggal
tersebut tidak hanya berstatus
pasien positif Covid-19. “Itu
pasien campur antara suspek,
probable, dan positif. Jadi [jenazah]
itu yang kami kelola dengan
protokol Covid, bukan yang
positif Covid,” katanya.
Berdasarkan data dari Gugus

mayoritas

penyakit komorbid atau berusia
lanjut. Untuk ketersediaan bed
ICU bagi kasus dengan

Tugas P

Penularan Covid-19, tren kematian
pasien Covid-19 selama sepekan
terakhir di Bantul menunjukkan

atau gejala berat, menurutnya
saat ini masih cukup mengover
kebutuhan di DIY. “Dari laporan
‘harian rumah sakit secara online
masih tersedia,”

angka if. Juru Bicara
Gugus Tugas Percepatan dan
Penanganan Covid-19 Bantul Sri
Wahyu Joko Santosa, Selasa (26/1)

adanya

Berty menambahkan pada Selasa,
ada 325 penambahan kasus positif
berdasarkan pemeriksaan pada
1.170 sampel dari 1.126 orang,
sebanyak 311 kasus sembuh, dan
enam kasus meninggal dunia.

dan fluktuasi orang meninggal
karena terkonfirmasi Covid-19
adalah efek dari 14 hari sebelumnya.
“Artinya ini sebelum tanggal

11 [Januari], yakni sebelum
diberlakukan pembatasan [PTKM].
dalam

pusat jaan/mal, tempat
‘makan dan lainnya. Jika hanya
memperpendek jam operasional
dan menurunkan kapasitas,
kebijakan itu kurang efektif
untuk mencegah penyebaran
Covid-19. “Ya percuma Kalau
mobilitas ke tempat-tempat lain
seperti rumah teman, taman dan
lainnya tidak dicegah karena masih
akan berinteraksi satu sama lain.
Kalau PSBB total sebenamya akan
lebih efektif karena orang tidak
boleh keluar rumah kecuali untuk
hal yang benar-benar penting
seperti membeli makan, belanja,
dan berobat,” jelasnya.

Pendekatan lain yang dapat
ditempuh yakni mengaktikan
sukarelawan di tingkat RT/
RW. Para sukarelawan bertugas
mengawasi setiap tamu yang
masuk dan memastikan mereka
menjalankan protokol kesehatan
(prokes) secara ketat.

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara

bahan kasus
domisili meliputi Kota Jogja 53
Kkasus, Bantul (41), Kulonprogo
(108), Gunungkidul (9), dan
Sleman (114).

Kasus meninggal dunia tiga
warga Kabupaten Bantul dan
'masing-masing satu warga Sleman,
Kota Jogja, dan G kidul

Dimana, ada
hal pembatasan. Karena mulai
11 sampai 22 ada pembatasan,
maka efek jatuhnya di 22 hingga
26,” kata Oki, panggilan akrab
Sri Wahyu Joko Santosa.

Oki menambahkan dengan
adanya penerapan pembatasan,
secara teori akan ada penurunan

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)
Sleman Joko Hastaryo mengakui
selama Januari ini kematian pasien
akibat Covid-19 memang sangat
tinggi. Kondisi tersebut terjadi
seiring adanya peningkatan jumlah
Kkasus pasien yang terkonfirmasi
Covid-19 yang juga tinggl.

“Selama awal Januari hingga
25 Januari, kami mencatat sudah
ada kematian sejumlah 64 kasus
konfirm. Padahal selama Desember
hanya 48 kematian, Dari Maret
2020 hingga November 2020, atau
delapan bulan jumlah kematian
hanya 44 kasus,” kata Joko.

Meskipun begitu, kata Joko,

jumlah pasien positif g
meninggal karena Covid-19. Hal
ini sebagai efek dari penerapan
pembatasan mulai 11 Januari lalu.
Kondisi yang sama terjadi
di Kota Jogja. Kabag Humas
dan Marketing RS Bethesda,
Jogja, Adhiyanto Priambodo,
menyebutkan jumlah pasien
Covid-19 yang dirawat di RS
Bethesda meningkat. “Angka
kematian cukup tinggi. Di atas
angka kematian ideal. Rata-rata
dalam dua pekan terakhir satu
pasien per hari. Itu data pasien
suspect dan konfirm Covid-19,”
jelasnya. (catur bwi Janati)
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